GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4010);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);

Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);



9.

10

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
26);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2011 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Banten No. 32) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5
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Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-
2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017
No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
No. 69);

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi
Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Banten Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Menetapkan :

dan
GUBERNUR BANTEN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.



10.

11.

12.

13.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur
pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan
pengembangan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan
datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi..

Strategi adalah langkah-langkah berisikan arah kebijakan untuk

mewujudkan visi dan misi.



14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah
daerah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah  serangkaian  aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program.

17. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai

secara langsung sasaran program prioritas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang

disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 3

Sistematika RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 terdiri dari:
a. BABI PENDAHULUAN;

b. BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BABIII GAMBARAN KEUANGAN DAERAH,;

d. BABIV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;

e. BABV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
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f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH;

g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH;

h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN

i. BABIX PENUTUP

Pasal 4
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD TAHUN 2017-2022
Pasal 5

(1) RPUMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 menjadi pedoman untuk
penyusunan:
a. RENSTRA,;
b. RKPD;

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

(1) Gubernur melakukan  pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar

kabupaten/kota.



(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mewujudkan:
a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil
rencana pembangunan daerah;
c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-
indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan daerah;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan daerah; dan
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

(1) Pada saat jangka waktu berlakunya Peraturan Daerah ini berakhir,
sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang
RPJMD Provinsi Banten tahun 2022-2027, penyusunan RKPD
diatur dalam indikasi program dan kegiatan serta pagu indikatif
anggarannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi program dan kegiatan

serta pagu indikatif anggarannya diatur dalam Peraturan Gubernur.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD
Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2013 Nomor 12), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 November 2017

GUBERNUR BANTEN,
TTD

WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

RANTA SOEHARTA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
AGUS MINTONO, SH.,M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19680805 199803 1 010
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